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ABSTRACT
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk
pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan
dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan 
kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran MPU Provinsi Aceh dalam pembentukan qanun syariat Islam, faktor-faktor
penghambat peran MPU Provinsi Aceh dalam pembentukan qanun syariat Islam, solusi agar peran MPU Provinsi Aceh efektif
sesuai dengan qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui
penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan
perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan
dengan cara mewawancarai dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MPU Provinsi Aceh dalam pembentukan
qanun syariat Islam yaitu memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, menetapkan fatwa
hukum, memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan
pendokumentasian naskah mengenai qanun syariat Islam yang belum berjalan efektif sebagaimana mestinya. Salah satu
faktor-faktor penghambat peran MPUAceh adalah MPU pasif dalam melakukan aktifitas perkantoran, MPU tidak memiliki
kewenangan yang mengikat, MPU belum memiliki tata cara pemberian pertimbangan, keraguan pemerintah dalam pelaksanaan
syariat Islam,Â tidak adanya keharusan pemerintah untuk mengikuti fatwa, pertimbangan, maupun saran MPU dan kurangnya
anggaran. Adapun solusi agar peran MPU Aceh efektif maka harus ada reformasi organisasi MPU, MPU diberikan kewenangan,
mengesahkan qanun tata cara pemberian pertimbangan, membuat aturan pemerintah untuk mengikuti fatwa, pertimbangan, maupun
saran MPU dan meningkatkan angaran. Kesimpulan yang dapat di ambil bahwa peran MPU sebagai pemberi pertimbangan selama
ini tidak berjalan dengan efektif dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh lembaga MPU baik dari dalam yaitu MPU
tidak memiliki qanun tata cara pemberian pertimbangan dan dari luar yaitu, MPU tidak memiliki kewenangan yang mengikat.
Adapun solusi agar peran tersebut berjalan efektif yaitu dengan melakukan reformasi organisasi didalam lembaga MPU Aceh. 
